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Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu  memberikan
persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawd Tengah!

Bahwa Madrasah Tsanawivah Swasta vang tercantum dalam kolom dua lampiran
Keputusan ini telah memenul persyaratan yang ditenlukan untuk diberikan
persetujuan menyelenggarakan pendidikan:

Undang-undang Republik Indonesia MNomor 20 Tahun 2003 t{entang Sistem
Pendidikan Masional,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar:

Peraluran Pemerintah Republik Tndonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah,

Peraturan Pemernintah Republik Tndonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang
Peranserta Masvarakat dalam Pendidikan Nasional;

. Peraturan Pemernimtah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Masional Pendidikan:

. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisai dan Tata Kerja Departemen vang telah diubah
dan disempurnakan dengan Kepumsan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002,

Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas.
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisai dan Tata Kerja Departemen;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah
Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor ;
H250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendiman Madrasah Swasta
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:

Keputusan Direklur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :
DJ11L.4082003 tentang Pedoman Akreditasi;

Keputusan Mentern Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah
Tsanawivah:

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta olch Kepala Kantor Departemen
Agama Kab Kudus dengan surat Nomer @ Kd. 11.19/4/PP.04/162/2009 tanggal 30
Januar 2009
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MEMUITUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYALI DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

Memberkan persetujuan atas pendinan Madrasah Isanawiyvah Swasta vang
tercantum dalam kolom 2 ( dua ) Lampiran Keputusan ini.

kepada Madrasah Tsanawivah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di
atas diberikan status sebagai Madrasah TerdaRar, diberitkan Nomor Siatistik
Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan Pragam Pendinan
Madrasah Swasta dengan nomor plagam tercantum dalam kolem 4 { empat )
lampiran Keputusan int,

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kelom 2 ( dua )
lampiran Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya,

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebaganmnana mestimya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruandalam penetapan ini.

keputusan imi dibenkan kepada Madrasah vang bersangkutan untuk dipergunakan
sebapaimana mestinya.
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Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep, Agama RI, Jakarta
Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
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Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Jaleng, Semarang
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